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Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin pesat, sistem jual beli pun ikut berkembang. Salah satu peluang bisnis 

baru yang muncul adalah dropship. Dalam praktiknya, jual beli online dengan 

sistem dropship menimbulkan masalah seperti pembatalan sepihak yang 

dilakukan oleh konsumen di Kecamatan Syiah Kuala. Pembatalan sepihak yang 

terjadi saat transaksi menyebabkan dropshipper merasa sangat dirugikan sebagai 

penjual. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah 

Pertama bagaimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli 

online dengan sistem dropship, Kedua bagaimana konsekuensi dan penyelesaian 

terhadap transaksi jual beli online dengan sistem dropship yang dibatalkan 

secara sepihak oleh konsumen, Ketiga bagaimana akibat hukum terhadap 

transaksi dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh  konsumen dalam 

perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus 

(case study) dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil 

penelitian menunjukkan pada dasarnya Islam melarang tindakan pembatalan 

sepihak. Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan kerugian 

salah satu pihak dan termasuk dalam perbuatan ingkar janji. Namun terhadap 

kasus-kasus yang menempuh penyelesaian dengan cara perdamaian seperti 

musyawarah/mediasi, menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan 

para pihak yang berakad. Konsekuensi dari pembatalan sepihak yang terjadi 

ialah kerugian, seperti kerugian modal, waktu, kerugian immateril, dan kerugian 

ongkos kirim. Pada penelitian ini, kasus pembatalan sepihak diselesaikan 

melalui perdamaian, namun ada juga kasus yang tidak terselesaikan karena tidak 

ada itikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun 

akibat dari pembatalan sepihak menurut hukum Islam ialah pembatalan akad 

dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad dan 

dapat dimintakan ganti rugi atas pihak yang menyebabkan kerugian. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543 b/u/1987 

Tentang 

TRANSLITERASI ARAB LATIN 
1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilam 

Bangkan 

 ṭ ط 61 

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 ẓ ظ B  61 ب 2

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  61 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
  G غ 61

  F ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 06

 

  K ك Kh  00 خ 7

  L ل D  02 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 M م 02
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  n ن R  02 ر 10

  w و Z  01 ز 11

  h ه S  01 س 12

  ’ ء Sy  01 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 01

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 

    

 

2. Vokal 

 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dhammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

َ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 haula : هول kaifa : كيف

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا ي/ َ   Fatḥahdan alif atau ya Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق يْل  

 yaqūlu : ي ق وْل  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 
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Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh:  

ة  اْلا طْف الْ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ةْ ا َ ر  ن وَّ يْن ة  الْم  د  لْم   :َal-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatulَ

Munawwarah  

ةْ   Ṭalḥah : ط لْح 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu kegiatan muamalah yang sudah ada sejak lama dan masih  

dilakukan oleh manusia hingga sekarang adalah kegiatan jual beli. Selain 

sebagai sarana tolong menolong, kegiatan jual beli juga menjadi salah satu cara 

untuk mencari rezeki yang dibolehkan dalam Islam. Islam telah mengatur 

mekanisme jual beli yang baik agar menghilangkan ketidakadilan diantara pihak 

dan dapat saling menguntungkan. 

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang 

satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan 

ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.
1
 Adapun terhadap 

objek jual beli haruslah memenuhi ketentuan syara’. Pertama, barang yang 

dijual itu milik seseorang dan ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Kedua, objek jual 

beli harus halal, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab 

itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Selain itu 

objek jual beli harus dapat diserahkan saat akad berlangsung.
2
 

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli 

adalah kerelaan kedua belah pihak. Ini dapat dilihat dari ijab qabul yang 

dilangsungkan. Dalam konteks kekinian perwujudan ijab dan qabul tidak lagi 

diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar 

uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, 

tanpa ucapan apapun. Dalam Fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan bai’ 

al-mu’athah.
3
 

                                                             
1
 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan 

Nasional dengan Syari’ah), (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 175.  
2
 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.  

3 Ibid., hlm. 117. 
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Akad dalam bentuk ijab qabul sebagai salah satu rukun jual beli harus 

dipenuhi dalam menjalankan transaksi jual beli. Pelaku akad, dalam hal ini 

penjual dan pembeli memiliki kewajiban untuk menunaikan hak dan 

kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan 

profesional, menyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban 

hak hartanya.
4
 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin pesat, sistem jual beli pun ikut berkembang. Sistem jual beli yang 

mengandalkan jaringan internet dan media elektronik ini disebut juga dengan e-

commerce atau jual beli online. Salah satu peluang bisnis baru yang muncul dari 

adanya e-commerce adalah dropship. Dropship kini menjadi model bisnis yang 

diminati pebisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. 

Dropship adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa 

pun.
5
  

Dropshipper
6
 hanya mempromosikan barang  melalui toko online 

dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari 

jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.
7
 

Dropshipper hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial 

seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang 

atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengirim gambar atau foto produk 

yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi 

barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, dan sebagainya.  

                                                             
4
 Yusuf Hamid al-Alim, Al-Maqashid al-‘Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah, 

(Gordaqah: Dar Ash-Shofwah, 1991), hlm. 527.  
5
 Derry Iswidharmanjaya, Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online,  (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2012), hlm.5.  
6
 Dropshipper ialah pebisnis yang menjalankan usaha dropship  

7
 Feri Sulianta, Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping,  (Yogyakarta: Penerbit 

Andi, 2014), hlm.2. 
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Setelah konsumen memesan barang, konsumen terlebih dahulu 

membayar secara tunai atau transfer bank ke rekening dropshipper. Selanjutnya 

dropshipper membayar ke supplier
8
 sesuai harga beli dropshipper disertai 

ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Dropshipper berkewajiban 

menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon 

kepada supplier. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, supplier kemudian 

mengirimkan barang ke konsumen. Transaksi yang terjadi antara konsumen 

dengan dropshipper sama halnya dengan akad jual beli salam dalam hukum 

Islam yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual 

sesuatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, 

sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
9
 

Jual beli online dengan sistem dropship yang semakin diminati karena 

dapat dijadikan sebagai usaha sampingan yang tidak memakan banyak waktu 

tidak terlepas dari terjadinya permasalahan diantara pihak-pihak yang 

bertransaksi. Praktik pembatalan sepihak oleh konsumen sering dialami oleh 

pelaku usaha dropship. Konsumen tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati dan secara sepihak memutuskan 

perjanjian secara tiba-tiba sehingga pihak dropshipper mengalami kerugian. 

Ditinjau dari berakhirnya suatu akad, pihak-pihak yang bertransaksi 

harus membuat kesepakatan, baik bermula atau berakhirnya perjanjian harus 

diketahui oleh para pembuat akad, sehingga tidak boleh berubah di tengah atau 

di ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh 

para pembuat akad.
10

 Terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung 

ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam 

                                                             
8
 Supplier ialah produsen atau pihak yang menjual barang kepada dropshipper.  

9
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.  

10
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah:Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. Xiii. 
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kesepakatan.
11

 Dalam hukum perjanjian, perbuatan tersebut dinamakan 

wanprestasi.
12

 

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya 

kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. 

Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. 

Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang 

lainnya dalam membuat perjanjian dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat 

dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak.
13

 

Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa 

disertai alasan yang sah, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat 

mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian 

tersebut secara sepihak.
14

 

Sehubungan dengan anggapan tersebut,  faktanya dalam kegiatan jual 

beli masih banyak costumer yang melakukan pembatalan transaksi secara 

sepihak, seperti yang terjadi pada transaksi jual beli online dengan sistem 

dropship di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Zilva, dropshipper resmi produk-produk milik Asma Nadia, 

bahwa konsumen membatalkan orderan setelah dropshipper melakukan 

rekapitulasi pesanan dan barang sudah dikemas oleh supplier. Pembatalan ini 

terjadi pada saat dropshipper menuntut agar pembeli segera melakukan 

pembayaran atas pesanan mereka, namun pembeli beralasan  tidak dapat 

                                                             
11

 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 

2016), hlm. 75.   
12

 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW,(Bandung: Nuansa Aulia, 

2012), hlm. 177.  
13 Gerry R. Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan 

Melawan Hukum”, Lex Privatum, Vol. I, No. 4, Oktober 2013, hlm. 155. Diakses melalui 

https://scholar.google.co.id, pada tanggal 24 Juni 2019. 
14

 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 61. 

https://scholar.google.co.id/
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membayar pesanan tersebut karena uang sudah terpakai untuk hal mendesak 

lainnya.
15

 

Selain itu ada pula pembatalan transaksi secara sepihak yang dialami 

oleh Rika, pelaku usaha dropship. Berdasarkan penuturannya pembeli 

membatalkan transaksi setelah dropshipper melakukan pemesanan barang pada 

supplier dan barang akan segera dikirim oleh supplier kepada pembeli. Pembeli 

melakukan pembatalan  karena dikenakannya ongkos kirim atas barang 

pesanannya, yaitu perhiasan import . Sedangkan diawal transaksi, dropshipper  

mengaku lupa menyatakan adanya ongkos kirim yang harus dibayar oleh 

pembeli, dikarenakan perubahan informasi inilah pembeli membatalkan 

pesananannya.
16

 

Begitu juga dengan Mulyani, pemilik usaha jual beli online yang sudah 

menjalankan usahanya sejak tahun 2017, bahwa pembatalan sepihak yang 

dilakukan oleh pembeli biasanya terjadi  setelah dropshipper meneruskan 

pesanan pembeli kepada supplier. Padahal pihak dropshipper sudah 

menginformasikan pembeli bahwa barang yang sudah dipesan tidak dapat 

dibatalkan, namun masih saja ada pembeli yang membatalkan transaksi secara 

sepihak sehingga berdampak pada kerugian yang harus ditanggung oleh 

dropshipper.
17

 

Pada penelitian ini kasus-kasus pembatalan sepihak  pada transaksi jual 

beli online dengan sistem dropship terjadi setelah berlangsungnya akad atau 

perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli menimbulkan kewajiban bagi para pihak. 

Penjual telah melakukan prestasinya, yaitu mengadakan dan mengirimkan 

barang, namun pihak pembeli tidak melakukan prestasinya untuk membayar 

                                                             
15

 Hasil wawancara dengan Zilva,  Dropshipper yang mengalami pembatalan sepihak, 

pada tanggal 25 Juni 2019.  
16

 Wawancara dengan Rika Utari, pelaku usaha Online Dropship, pada tanggal 01 Mei 

2019. 
17 Wawancara dengan  Mulyani, pelaku usaha Online Dropship, pada tanggal 29 Juli 

2019. 
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barang pesanan tersebut sehingga pembeli dianggap wanprestasi. Akibat dari 

adanya pembatalan sepihak ialah kerugian yang harus ditanggung oleh 

dropshipper. Ketika konsumen secara tiba-tiba melakukan pembatalan terhadap 

barang pesanannya, maka salah satu cara yang dilakukan pihak dropshipper 

untuk meminimalisir kerugian ialah dengan menawarkan  kembali barang 

tersebut, akan tetapi jika permintaan konsumen  terhadap  barang tersebut 

sedikit maka barang akan sulit untuk terjual sehingga kerugian tidak bisa 

dihindari. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, “Pembatalan  

Sepihak oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem 

Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan 

Syiah Kuala).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli 

online dengan sistem dropship? 

2. Bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap transaksi jual beli 

online dengan sistem dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh 

konsumen? 

3. Bagaimana akibat hukum terhadap transaksi dropship yang dibatalkan 

secara sepihak oleh  konsumen dalam perspektif hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi 

jual beli online dengan sistem dropship. 

2. Untuk mengetahui konsekuensi dan penyelesaian terhadap transaksi  jual 

beli online dengan sistem dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh  

konsumen. 

3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap transaksi jual beli online 

dengan sistem dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen 

dalam perspektif hukum Islam. 

 

D. Kajian Pustaka 

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, sudah ada kajian yang 

membahas tentang kajian yang mengarah kepada hal tersebut, namun berbeda 

fokus pembahasannya. 

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Febyolla Puteri Bianca, mahasiswi 

S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik 

Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia-

Surabaya”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak 

diakibatkan oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis (error) pada sistem aplikasi 

GO-JEK, order asli, dan adanya order fiktif. 3 faktor tersebut sangat merugikan 

driver baik segi tenaga, finansial, tidak dapat menerima orderan lain, waktu, dan 

performa menurun. Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam hukum Islam 

dan melanggar dalam hukum positif. Para ulama menjelaskan bahwa ijarah ( 

sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin 

pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara 

mu’jir (konsumen) dan musta’jir (driver). Dijelaskan pula di UU RI No. 8 

Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan. Maka ketika driver tidak mendapatkan haknya, ia 
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dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen menggunakan Pasal 1365 

KUHPer.
18

 Penelitian ini berbeda dengan penulis tulis, disini pembatalan 

sepihak dilakukan oleh konsumen Go-Food. Sedangkan pada penelitian yang 

penulis tulis meneliti tentang pembatalan sepihak oleh konsumen pada transaksi 

dropship menurut perspektif hukum Islam. 

Kedua, skripsi Nursafitri yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh 

Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak 

Dalam Konsep Jual Beli Salam). Permasalahan penelitian ini bagaimana 

implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara Drop 

Order (DO) bahan bangunan bagi para pihak penjual dan pembeli serta 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan 

oleh pembeli dalam akad jual beli bahan bangunan secara drop order (do) pada 

toko bahan bangunan di Kecamatan Indrajaya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa implikasi bagi pihak penjual disamping rugi juga menguntungkan, begitu 

juga dengan pihak pembeli yang juga mendapatkan keuntungan walaupun 

adanya kerugian. Adapun pembatalan sepihak dalam kasus ini sesuai menurut 

tinjauan hukum Islam. Dengan demikian pembatalan disini menjadi sah 

berdasarkan penyelesaian yang dilakukan dengan jalan perdamaian serta telah 

adanya keridhaan antara pihak yang melakukan akad.
19

 Penelitian ini 

menjelaskan pembatalan jual beli bahan bangunan secara Drop Order  yang 

menyerupai konsep akad salam (pesanan). Sedangkan dalam penelitian yang 

                                                             
18

 Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik 

Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya”, Skripsi, 

Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Diakses melalui 

https://scholar.google.co.id, pada tanggal 23 April 2019. 
19

 Nursafitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan 

Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap 

Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas 

Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. 

https://scholar.google.co.id/
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penulis tulis menjelaskan tentang pembatalan pada jual beli online dengan 

sistem dropship. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irhamna. Dalam skripsinya yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan 

Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar 

(Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba’i Istisna’) meneliti 

tentang praktik jual beli pesanan perabot secara panjar yang dilakukan di 

Kecamatan Simpang Tiga yaitu dengan cara pembeli memesan barang kepada 

penjual dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan pembeli, namun 

pembatalan sebelah pihak kerap kali terjadi dengan alasan-alasan yaitu 

meninggalnya pihak pembeli, barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan 

memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak. Menurut hukum Islam 

pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, 

karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari 

pihak penjual, namun karena penyelesaian dengan cara perdamaian, dan adanya 

keridhaan antara kedua belah pihak maka pembatalan sebelah pihak terhadap 

akad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.
20

 

Penelitian ini jelas berbeda dengan judul penelitian yang penulis tulis. Penelitian 

diatas mengangkat tema tentang pembatalan akad jual beli panjar menurut 

perspektif istisna, sedangkan penulis menulis tentang pembatalan sepihak oeh 

konsumen pada transaksi dropship. 

Keempat, penelitian Fachri Dohan Mulyana dengan judul “Proses 

Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Pembelian 

Seperangkat Gamelan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menentukan pembuktian dan menentukan putusan terkait dengan pembelian 

                                                             
20

 Irhamna, “Tinjauan Hukum Islam Tergadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan 

Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar”, (Skripsi tidak 

dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. 
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seperangkat gamelan serta akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim 

Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan 

pembelian seperangkat gamelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat 

telah melakukan wanprestasi karena dalam hubungan perjanjian jual beli 

gamelan sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012, Tergugat 

selaku penerima pekerjaan pemesanan 40 set Gamelan tidak menyelesaikan 

pekerjaan dan tidak menyerahkan gamelan sebagaimana dalam perjanjian a quo. 

Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengacu pada sahnya 

perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang Perjanjian 

adalah Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan, berdasarkan Pasal 1243 KUH 

Perdata tersebut Tergugat melakukan wanprestasi.
21

 Penelitian diatas 

menggunakan konsep hukum positif terhadap adanya pembatalan sepihak, 

sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pembatalan sepihak pada 

transaksi jual beli online dengan sistem dropship yang dilakukan oleh costumer 

terhadap barang yang telah dipesan ditinjau dari hukum Islam. 

Kelima, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum 

Perdata Terhadap Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak 

Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat – Alat Pesta 

“Mahkota Indah” Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya )”. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik pengambilan biaya 

kerugian yang terjadi pada persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah ini 

terdapat dua kesimpulan. Pertama, kesimpulan menurut analisis secara hukum 

Islam bahwa praktik pengambilan biaya kerugian yang dilakukan oleh pemilik 

persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah dengan biaya ganti rugi sebesar 50%  

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan biaya ganti rugi sebesar 75% 

                                                             
21

 Fachri Dohan Mulyana, “Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh 

Pembeli Terkait Pembelian Seperangkat Gamelan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Karanganyar)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Diakses 

melalui https://scholar.google.co.id, pada tanggal 23 April 2019. 

https://scholar.google.co.id/
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bilamana telah diperhitungkan dengan kerugian riil yang nyata diderita maka 

pengambilan biaya kerugian tersebut sesuai dengan hukum Islam, namun 

dikarenakan besar biaya kerugian dicantumkan dalam akad maka hal tersebut 

menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam. Kedua, merupakan kesimpulan 

menurut analisis hukum Perdata yang dianggap telah sesuai dengan pasal 1243 

dan 1246 KUH Perdata karena dirasa telah memenuhi dua unsur yang 

terkandung dalam pasal tersebut, dimana dua unsur tersebut yakni kerugian yang 

nyata diderita meliputi biaya dan rugi.
22

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

penulis yang lebih fokus pada pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online 

dengan sistem dropship dari segi konsep/teori juga berbeda. Penelitian diatas 

menggunakan konsep sewa menyewa sedangkan penulis menggunakan konsep 

jual beli dalam hukum Islam. 

Keenam, skripsi Resti Virda Ayu Rahmawati yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online 

Secara Sepihak oleh Pihak Lazada”. Penelitian ini menjelaskan tentang 

Indonesia yang sedang marak dengan hadirnya toko online yang berbentuk 

marketplace. Salah satunya adalah Lazada. Akan tetapi, dengan hadirnya 

marketplace ini tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang ditanggung 

oleh konsumen akibat kesalahan dari pelaku usaha. Seperti halnya dengan 

pembatalan transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Lazada. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak Lazada tidak dapat 

membatalkan transaksi secara sepihak. Perlindungan hukum terhadap konsumen 

yang mengalami kerugian akibat dibatalkannya transaksi oleh pihak Lazada 

memang belum diatur secara khusus, namun dalam UUPK diatur hak yang bisa 

didapat oleh konsumen yakni mendapatkan ganti rugi.  Konsumen yang 

                                                             
22

 Muhammad Taufiq, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap 

Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus 

Pada Persewaan Alat – Alat Pesta “Mahkota Indah” Kelurahan Bibis Karah Kecamatan 

Jambangan Surabaya )”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, 2014. Diakses melalui https://scholar.google.co.id, pada tanggal 16 September 2019. 

https://scholar.google.co.id/
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mengalami kerugian dapat menempuh upaya penyelesaian menggunakan jalur 

litigasi atau non-litigasi. Akan tetapi dalam ketentuan situs Lazada sudah diatur 

upaya penyelesaian dengan jalur arbitrase.
23

 Pada penelitian ini substansinya 

ialah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami pembatalan 

sepihak oleh pihak penjual.  Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti 

substansinya ialah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada 

transaksi dropship. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi “Pembatalan  Sepihak pada Transaksi Jual Beli 

Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Hukum Islam” maka 

diperlukan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Pembatalan sepihak 

Pembatalan berasal dari kata batal yang berarti gagal, tidak jadi, 

tidak sah, tidak berhasil.
24

 Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat 

diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi 

yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. 

2. Jual beli online 

Jual beli online atau jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli 

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik 

berupa barang maupun jasa.
25

 Akad yang disepakati dengan menentukan 

                                                             
23

 Resti Virda Ayu Rahmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap 

Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak oleh Pihak Lazada”, Skripsi, Fakultas Hukum, 

Universitas Jember, 2017. Diakses melalui https://scholar.google.co.id, pada tanggal 30 Juni 

2019. 
24

 Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ( Surabaya: Amanah, 1997), 

hlm: 58.  
25

 Ade Manan Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, ( Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2009), hlm. 179. 

https://scholar.google.co.id/
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ciri-ciri tertentu telebih dahulu dengan membayar harganya terlebih dahulu 

sedangkan barangnya diserahkan kemudian.
26

 

3. Dropship  

Dropship merupakan suatu sistem di mana dropshipper melakukan 

proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir/supplier, melainkan hanya 

promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Saat ada pemesanan, 

seorang dropshipper akan meneruskan order tersebut kepada supplier untuk 

dilakukan proses pengemasan dan pengiriman langsung ke alamat 

konsumen.
27

 

4. Hukum Islam 

Secara ilmu kebahasaan hukum Islam adalah dua suku kata yang 

berasal dari bahasa Arab yakni; al hukmu masdar dari kata  hakama-

yahkumu, serta Islam. Sedangkan secara terminology hukum Islam berarti 

segala aturan yang diajarkan oleh agama Islam baik itu terkait syariah, Fiqh, 

dan Ushul Fiqh. Dalam kamus hukum, hukum Islam diartikan sebagai 

peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan Alqur’an (hukum syara’).
28

 

F. Metode Penelitian 

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah  memerlukan data-data 

yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan 

permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam 

penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih 

sempurna. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan 

metode sebagai berikut: 

 

                                                             
26

 W.A. Urmono, Konsumen dan Transaksi E-Commerce, (Jakarta: Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia, 2000), hlm. 4. 
27

 Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 10.  
28

 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 169.  
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1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). 

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala 

tertentu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (field study) 

dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang 

masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang 

menjadi kasus adalah pembatalan transaksi secara sepihak oleh konsumen 

pada jual beli online dengan sistem dropship. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat 

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu 

metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki.
29

 Dalam penelitiannya, penulis 

meneliti dan menyelidiki tentang pembatalan sepihak pada transaksi jual beli 

online dengan sistem dropship dalam perspektif hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data 

sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam 

penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan 

wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden terpilih. 

Adapaun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah pihak 

dropshipper dari beberapa online shop  di Kecamatan Syiah Kuala. 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                             
29

 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.  
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Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai 

bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau 

data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.
30

 Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Pada 

penelitian ini data sekunder berupa buku referensi, jurnal ilmiah, dan 

artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara/ interview, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada 

tujuan penyelidikan.
31

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan lima orang dropshipper yang pernah mengalami pembatalan 

sepihak yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala.   

b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan 

baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan 

sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang 

pembatalan transaksi jual beli online dengan sistem dropship, 

rekapitulasi pesanan costumer dan sebagainya. 

5. Objektivitas dan Validitas Data 

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat 

keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk 

mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan langkah sebagai 

berikut: 

                                                             
30

 Daniel Moehar, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

hlm:113. 
31

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, 1998), hlm. 136. 
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a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian. 

6. Langkah-langkah Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan 

penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil 

penelitian.
32

 Dalam penelitian ini penulis menganilisis data dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan 

membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  fenomena yang diteliti. 

Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan 

mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian 

disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan 

penulisan.  

7. Pedoman Penulisan 

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Al Qur’an dan Terjemahnya; 

b. Buku-buku Hadits; 

c. Buku-buku Kaidah Fiqh dan Fiqh Muamalah; 

d. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Ar-Raniry. 

 

 

 

 

                                                             
32

 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenadamediagroup, 2014), hlm. 255. 
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G. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna 

memudahkan penelitian. Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan 

dalam empat bab pembahasan. 

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab dua merupakan pembahasan teoritis dari konsep jual beli salam 

dalam Fiqh Muamalah yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 

Salam dalam Islam, Rukun dan Syarat Jual Beli Salam, Hak dan Kewajiban Para 

Pihak dalam Jual Beli Salam, Definisi dan Skema Transaksi  Dropship, 

Dropship dalam Hukum Islam, dan Pemutusan/Pembatalan Akad dan 

Konsekuensinya. 

Bab tiga merupakan hasil analisis penelitian yang mengacu pada 

rumusan masalah yang memuat pembatalan sepihak oleh konsumen pada 

transaksi jual beli online dengan sistem dropship, konsekuensi dan penyelesaian 

pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem dropship, dan 

akibat hukum terhadap transaksi dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh 

konsumen dalam perspektif hukum islam. 

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan 

penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap 

perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini. 
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BAB DUA 

KONSEP JUAL BELI SALAM  DAN DROPSHIP  DALAM 

FIQH MUAMALAH 
 

A. Konsep Jual Beli Salam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Salam 

Bai’ as-salam secara bahasa disebut juga dengan as-salaf  yang 

bermaksud at-taqdim yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, yang 

berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih 

dahulu.
33

  

Bai’ as-salam secara terminologi berarti menjual suatu barang yang 

penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu (barang) yang ciri-cirinya jelas 

dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan 

kemudian hari.
34

 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad salam adalah penjualan sesuatu 

yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual 

sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Atau dengan kata lain 

menyerahkan barang tukaran saat ini dengan barang imbalan barang yang 

dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak tertentu.
35

 

Para fuqaha Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan salam sebagai 

akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda 

dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad. Para fuqaha Malikiyah 

berpendapat salam adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di 

                                                             
33

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2006), hlm. 217.  
34

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 147.  
35

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-

Kattani,dkk, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 240. 
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muka sedang barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai 

batas waktu tertentu.
36

 

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34  

mendefinisikan salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual 

beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. 

Dalam hal pembayaran, ulama mengharuskan pembayaran salam 

dilakukan di depan kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran 

yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Hal ini 

untuk mencegah adanya praktik riba dalam ba’i as-salam. Kemudian barang 

yang dikirim harus diketahui spesifikasinya baik dari segi kualitas dan 

kuantitas.
37

 Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan berada pada 

penjual sampai barang tersebut diserahkan.  

Pelaksanaan jual beli salam didasarkan pada ayat Alqur’an, Sunnah 

dan ijma’. Dasar hukum jual beli salam dalam Alqur’an, surat al-Baqarah 

ayat 282. 

ي   اي ُّه ا ٱلَّذِين  ء ام نُ و  أ  ي    اي نتُم بِد  (٢٨٢: البقرة... )تبُُوهُ ٱكف   ىمُّس م   أ ج لٍ  نٍ إِل    إِذ ا ت د   

“wahai orang orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu 

urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa 

yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa 

bayarannya) itu…” (QS. Al-Baqarah : 282)
38

 

Berkaitan dengan ayat diatas, Ibnu Abbas mengatakan “ saya 

bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga tempo tertentu 

telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” Lalu ia 

membaca ayat di atas.
39

 

                                                             
36

 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 143  
37

 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia, 

2001), hlm.71-72.  
38

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 48.   
39

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam…, hlm. 239. 
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Sedangkan  landasan dari Sunnah antara lain Hadits riwayat Bukhari 

dari Ibn Abbas, Nabi bersabda: 

(رواه البخاري) في كيل معلوم ووزن معلوم ال أجل معلومليسلف من أسلف في شيء ف  
“barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan 

dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka 

waktu yang diketahui.” (HR. Al-Bukhari)
40

 

Sementara ijma’, menurut Ibnu Mundzir, para ulama sepakat bahwa 

akad salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Akad salam 

merupakan akad pengecualian dari kaidah umum yang tidak 

memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, hal ini dikarenakan 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akad salam adalah bentuk 

keringanan (rukhshah) bagi masyarakat. 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam 

1) Rukun Jual Beli Salam 

 Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan 

rukun jual beli salam. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual 

beli salam hanya ijab dan qabul.
41

 Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan 

Hambali yang dimaksud ijab adalah lafal salam, salaf, dan bay’. Seperti 

jika pemilik modal mengatakan, “aslamtu ilaika fi kadza (saya memesan 

barang padamu)” lalu pihak yang lain menjawab “saya menerima atau 

bi’tu minka  kadza (saya menjual padamu dengan harga sekian).”
42

 

Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, rukun jual beli salam 

ialah: 

a. Orang yang berakad baligh dan berakal. 

b. Objek jual beli harus diketahui spesifikasinya, waktunya harus 

jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad. 

                                                             
40

 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, (Semarang: CV. Toba Putra, 1994), hlm. 

111.  
41

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah … , hlm. 149. 
42

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam…, hlm. 240. 
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c. Shighat, yaitu Ijab dan qabul. 

Secara umum rukun salam yaitu: 

a. Al-akid 

Dalam beberapa redaksi juga disebut al-aqidaini yang berarti dua 

belah pihak yang melakukan akad. Dalam transaksi salam terdiri dari 

al-muslim, yakni orang yang memesan barang dengan menyerahkan 

uang muka. Pihak lainnya yaitu al-muslam lah, adalah orang yang 

dipesani dan diserahi uang muka.
43

  

b. Shighat 

Shighat adalah bentuk daripada akad tersebut yang menunjukkan 

keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. 

c. Ra’sul Maal 

Ra’sul maal  adalah uang muka yang diserahkan oleh al-muslim 

sebagai tanda bahwa ia memesan barang. 

d. Al-Muslam Fiih 

Al-muslam fiih adalah barang atau benda yang dijual belikan 

dalam akad tersebut
44

 

2) Syarat Jual Beli Salam 

   Akad salam mempunyai beberapa syarat, di antaranya berkaitan 

dengan modal (ra’sul maal) dan yang berkaitan dengan barang yang 

dipesan (al-muslam fiih). 

a. Syarat-syarat modal 

 Berkaitan dengan harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, 

serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan 

seluruhnya ketika akad telah disetujui. 

b. Syarat-syarat barang (al-muslam fiih) 

                                                             
43

 Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji (Damaskus: 

Darul Qalam, Cet.II, 1992), hlm. 53.  
44

 Ibid., hlm. 54.  
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Berkaitan dengan barang yang dipesan, barang tersebut 

hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun 

bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
45

 

Barang tersebut harus diketahui jenis dan kualitasnya serta dijelaskan 

spesifikasinya secara detail. Dalam hal waktu penyerahan barang 

terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyah, 

Malikiyah, dan Hanabilah, dalam jual beli pesanan barangnya harus 

diserahkan kemudian,sesuai dengan waktu yang disepakati, sesuai 

dengan sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa barang yang 

dipesan itu jelas ukurannya, ciri-cirinya, dan diserahkan kemudian 

hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Akan tetapi ulama 

Syafi’iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja 

barang diserhakan waktu akad, sebagaimana dibolehkan 

penyerahannya pada waktu yang telah disepakati bersama.
46

 

 Dalam konteks hukum Indonesia, pada Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah disebutkan mengenai syarat, rukun, dan unsur-unsur akad 

salam yaitu: 

1. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas 

barang sudah jelas. 

2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan 

atau meteran. 

3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna 

oleh para pihak.
47

 

 Dalam segi barang yang diperjual-belikan, KHES menjelaskan bai’ 

salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan 

                                                             
45

 Ibrahim bin Sumaith, Fikih Islam (Bandung:Al-Biyan, 1998), hlm.148. 
46 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah … , hlm. 150. 
47

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 101.  
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tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
48

 Sedangkan mengenai 

pembayaran disebutkan bahwa pembayaran  barang dalam bai’ salam 

dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
49

 

 Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

juga menjelaskan tentang pembayaran, barang dan penyerahannya 

dalam akad salam. Mengenai pembayaran, DSN mensyaratkan: 

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang, atau manfaat. 

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
50

 

 Adapun tentang barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi 

beberapa syarat, yaitu: 

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 

kesepakatan.
51

 

 Sedangkan dalam urusan penyerahan barang, DSN menyebutkan: 

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan 

kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 

2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lenih tinggi, 

penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 

                                                             
48 Ibid., Pasal 102. 
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3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 

rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh 

menuntut pengurangan harga. 

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang 

disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan 

kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 

5. Jika semua atau sebagaian barang tidak tersedia pada waktu 

penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela 

menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan 

kontrak dan menerima kembali uangnya atau menunggu sampai 

barang tersedia.
52

 

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Salam 

Setiap transaksi yang melibatkan lebih dari satu pihak tidak dapat 

mengabaikan hak dan kewajiban para pihak yang saling berkaitan. Sama 

halnya pada transaksi jual beli salam. Para pihak harus mengetahui hak dan 

kewajibannya masing-masing sehingga timbul keridhaan antara keduanya. 

Seperti dalam Alqur’an surat an-Nisa’ ayat 29: 

ل كُم ب  ٓ َا  أ مَٓ كُلُوٓ َأ ي ُّه ا ٱلَّذِين  ء ام نُوا  لا  ت أَٓ ي    أ ن ت كُون  تِ  ر ةً  َٓ ب  طِلِ إِلاَّ ٓ َن كُم بٱِلٓ َو  
ٓ َع ن ت  ر اضٍ مِّنكُم ٓ َا  أ نفُس كُمَٓ تُ لُوٓ َو لا  ت ق ٓ  : النّساء) ار حِيمً  ٓ َك ان  بِكُم  إِنَّ ٱللَّه   ٓ 

٩٢) 
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”  (QS. An-Nisa: 29)
53

 

1) Hak dan Kewajiban Penjual (al-muslam lah) 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, 

penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran sejumlah yang telah 
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disepakati kedua belah pihak dari pembeli. Sedangkan kewajiban dari 

penjual ialah: 

a. Menjelaskan ciri-ciri barang yang menjadi objek transaksi, baik dari 

segi kualitas, kuantitas dan jenisnya secara detail. 

b. Mengadakan barang. 

c. Menyerahkan barang pada waktunya sesuai kesepakatan. 

2) Hak dan Kewajiban Pembeli (al-muslim) 

Pembeli (al-muslim) mempunyai hak sebagai berikut: 

a. Menerima barang sesuai waktu yang telah disepakati. 

b. Jika semua atau sebagaian barang tidak tersedia pada waktu 

penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela 

menerimanya, maka ia memiliki hak untuk membatalkan kontrak dan 

menerima kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia. 

Sedangkan kewajibannya ialah membayar atau menyerahkan 

pembayaran atas barang sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua 

belah pihak. 

 Hukum  Indonesia juga mengatur terkait hak dan kewajiban pihak 

konsumen dan pelaku usaha secara umum yang pada dasarnya memiliki 

inti yang sama dengan aturan dalam Islam. Adapun yang menjadi hak 

konsumen ialah:
54

 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamtan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

                                                             
54
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur oleh perundang-undangan lainnya. 

 Sedangkan kewajiban konsumen adalah:
55

 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 

dan keselamatan. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa. 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 Aturan ini juga memuat tentang hak pelaku usaha, yaitu:
56

 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangakan. 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan yang 

beritikad tidak baik. 

                                                             
55

 Ibid., Pasal 5.  
56

 Ibid., Pasal 6.  



27 
 

 
 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa. 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. 

Kewajiban pelaku usaha adalah:
57

 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

perjanjian. 

4. Pembatalan Jual Beli Salam 

Pembatalan jual beli salam dapat terjadi apabila dalam kondisi yang 

tidak memungkinkan misalnya kematian, kerusakan barang karena 

pengiriman oleh supplier, meninggalnya penjual. Kerusakan barang akan 

membatalkan kontrak ketika melampaui batas kerusakan. Kedua pihak 
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mempunyai hak untuk menerima ganti rugi dalam jumlah yang 

sepantasnya.
58

 

Atau apabila terjadi sengketa, maka akad salam akan batal jika: 

a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. 

b) Barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. 

c) Barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati atau 

lebih rendah dari kualitas yang disepakati. 

 

B. Konsep Dropship dalam Fiqh Muamalah 

1. Definisi dan Skema Transaksi Dropship  

Jual beli online merupakan salah satu jenis jual beli yang semakin 

banyak digeluti  pada masa sekarang. Dalam bisnis ini, penjual dan pembeli 

tidak harus bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi. Jual beli online 

menggunakan media elektronik dan internet sebagai alat untuk bertransaksi. 

Meningkatnya pengguna internet secara tidak langsung juga berpengaruh 

pada berkembangnya bisnis online. 

Salah satu sistem yang digunakan dalam jual beli online ialah sistem 

dropship. Dropship merupakan suatu sistem di mana dropshipper 

melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir/supplier, 

melainkan hanya promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Saat ada 

pemesanan, seorang dropshipper akan meneruskan order tersebut kepada 

supplier untuk dilakukan proses pengemasan dan pengiriman langsung ke 

alamat konsumen.
59

 

Berikut alur transaksi jual beli online dengan sistem dropship: 

1. Dropshipper mengiklankan produk melalui website maupun media sosial 

seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk 
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barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengirim gambar 

atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan 

dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, 

bahan, dan sebagainya. 

2. Pembeli (konsumen) melihat iklan dari dropshipper melalui website 

maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya. 

3. Konsumen yang tertarik kemudian melakukan order. Setelah konsumen 

memesan barang, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau 

transfer ke rekening dropshipper. 

4. Setelah menerima pembayaran dari konsumen, dropshipper meneruskan 

pesanan dan mentransfer supplier sesuai harga beli dropshipper disertai 

ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Dropshipper berkewajiban 

menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor 

telepon kepada supplier. 

5. Setelah supplier  menerima pembayaran dan pesanan barang dari 

dropshipper, selanjutnya pihak supplier akan memproses pesanan 

tersebut dengan melakukan pengemasan dan mengirimkan barang 

pesanan tersebut kepada konsumen atas nama pihak dropshipper. 

Secara umum, model kerjasama antara dropshipper dengan supplier 

ada dua macam yaitu:
60

 

1. Supplier memberikan harga ke dropshipper, kemudian dropshipper dapat 

menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya 

sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Dalam hal ini 

supplier memberikan kebebasan kepada dropshipper untuk memasarkan 

suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan dropshipper, 
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biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal 

pembelian.  

2. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh supplier, termasuk besaran fee 

untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual.  

Bisnis transaksi jual beli online dengan sistem dropship memiliki 

beberapa keuntungan bagi pihak dropshipper, yaitu: 

1. Dropshipper tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem 

ini. 

2. Dropshipper tidak perlu menyediakan kantor atau gudang barang. 

3. Dropshipper dapat menjalankan bisnis ini, meskipun tanpa berbekal 

pendidikan tinggi, asalkan cakap hukum dan cakap berselancar di dunia 

maya. 

4. Dropshipper terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk. 

5. Dropshipper dapat menjalankan usaha ini kapanpun dan dimanapun 

asalkan terdapat akses internet, karena sistem online tidak mengenal 

batas waktu dan ruang. 

2.  Dropship dalam Hukum Islam 

Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai 

landasan bertransaksi bagi umat Islam. Secara substansial, Islam tidak setuju 

terhadap terhadap semua praktik jual beli yang mempunyai potensi 

mendatangkan bahaya dan ketidakadilan. Menurut Fikih Islam, bisnis 

dropship diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

a. Produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula 

penjual, baik dropshipper maupun supplier, harus menjelaskan objek 

jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang gharar (tidak 

jelas) yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadis 

Rasulullah yang berarti: “Rasulullah saw melarang jual beli yang 

mengandung gharar.”(HR. Muslim) 



31 
 

 
 

b. Memenuhi unsur ijab qabul  yang menunjukkan keinginan jual beli 

dan ridha kedua belah pihak.
61

 

Akad yang digunakan dalam jual beli dropship dapat dikatakan sama 

dengan akad salam, karena jual beli barang dengan cara memesan barang 

yang diinginkan, hanya medianya saja yang berbeda. Spesifikasi dan harga 

barang sudah disepakati di awal akad yaitu ketika konsumen memilih 

barang dan melakukan pembayaran yang dilakukan di muka secara penuh, 

dengan cara mentransfer uang kepada pihak dropshipper. Dengan 

memberikan informasi terkait spesifikasi, jenis dan harga barang yang 

tertera dalam iklan setiap produk, maka sistem jual beli dropship dapat 

dikatakan sesuai atau telah memenuhi syarat-syarat atau kaidah yang telah 

ditentukan dalam transaksi jual beli.
62

  

C. Pemutusan/Pembatalan Akad dan Konsekuensinya 

Adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, di mana pihak pertama 

mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membeli suatu barang, 

sedangkan pihak lain akan membeli dengan memberikan sejumlah keuntungan 

(uang). Dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai 

berikut:
63

 

1. Prinsip Tauhid 

Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian yangtidak akan pernah 

lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki 

tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, pihak 
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kedua, diri sendiri, dan pada Allah swt. Akibat dari asas ini, manusia tidak 

akan berbuat sekehendak hatinya. 

2. Prinsip kebolehan (Mabda’ al-ibahah) 

Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala 

sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Maka setiap 

kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. 

3. Prinsip keadilan 

Dalam asas ini para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam 

mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah 

mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. 

4. Prinsip persamaan atau kesetaraan 

Dalam melakukan kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban 

masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. 

5. Prinsip kejujuran dan kebenaran 

Kejujuran merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam Islam dan 

menjadi sebuah etika yang harus dilaksanakan.  

6. Prinsip tertulis 

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan 

sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Alqur’an surat al-Baqarah ayat 282-283, 

dapat dipahami bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia agar suatu 

perjanjian ditulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu 

yang melakukan perjanjian tersebut. 

7. Prinsip itikad baik atau kepercayaan 

Prinsip ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang 

berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

8. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan 
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Semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan 

dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri maupun bagi 

masyarakat sekitar. 

9. Prinsip kerelaan atau konsensualisme 

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka atau 

kerelaan masing-masing pihak, tidak boleh ada paksaan, tekanan, dan 

penipuan. 

10. Prinsip kebebasan berkontrak 

Disebutkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang 

melakukan akad sesuai yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat 

sahnya adalah ajaran agama. Seseorang bebas untuk membuat perjanjian 

apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas 

kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak didukung oleh 

Alqur’an surat an-Nisa ayat 29 yang membatasi kebebasan tersebut dalam 

batas-batas tidak memakan harta orang lain dengan jalan batil dan hal inilah 

merupakan ketertiban umum syara’. 

11. Prinsip kepastian hukum 

Prinsip kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat 

dihukum kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada 

dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Ini dapat disimpulkan dalam Pasal 

1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang.” 

Suatu perjanjian dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua pihak, 

sehingga ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung ketika salah satu pihak 

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan.
64

 Dalam 

hukum perjanjian perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi. Wanprestasi dapat 

terjadi karena: 
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a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari 

tuntutan lawan yang berupa: 

a. Pembatalan kontrak saja 

b. Pembatalan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi 

c. Pemenuhan kontrak saja 

d. Pemenuhan kontrak disertai dengan ganti rugi.
65

 

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan umatnya untuk 

menaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan 

orang lain. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam 

keadaan berikut:
66

  

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir 

Adapun suatu perjanjian harus dipenuhi sampai batas waktunya 

sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam Alqur’an surat At-

Taubah ayat 4 yang berbunyi: 

وا  يظُ  هِرُ  ٓ َو ل   أً  ٓ َيش   ٓ َي نقُصُوكُم ٓ َثَُُّ ل   ركِِي  ٓ َمُشٓ َإِلاَّ ٱلَّذِين  ع  ه دتُُّّ مِّن  ٱل
تِِِم إِل    ٓ َد هُمٓ َع ه ٓ َهِمٓ َإِل   ا  َٓ ف أ تُِّو دًاأ ح   ٓ َكُمٓ َع ل ي ٓ َمُدَّ ٱللَّه  يُُِبُّ  إِنَّ  ٓ 
 (٤: التّوبة) مُتَّقِي  ٓ َٱل

“kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan 

kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak 

(pula) mereka membantu seorangpun yang memusuhi kamu, maka 
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terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh 

Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 4)
67

 

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian 

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari 

perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana 

ditetapkan dalam Alqur’an surat at-Taubah ayat 7: 

مُوا  ل كُمٓ َف م ا ٱس... مُٓ َف ٱس ٓ َت  ق   ٓ َت قِيمُوا  لَ   (٧: التّوبة)مُتَّقِي  ٓ َبُّ ٱلإِنَّ ٱللَّه  يُُِ  ٓ 
 “ ...maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu 

berlaku jujur pula terhadap mereka. Sesunggunhya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah : 7)
68

 

  

3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan 

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan ditemukan 

buktinya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana dalam Alqur’an 

surat al-Anfal ayat 58: 

ه  لا  يُُِبُّ ٱللَّ  إِنَّ  ٓ َءٍ َٓ ع ل ى  س و ا ٓ َهِمٓ َإِل   ٓ َبِذٓ َٱنف   ةً مٍ خِي ان  ٓ َو إِمَّا تَ  اف نَّ مِن ق و
 (٨٨: لانفلأا)  ئنِِي  َٓ خ آ َٱل

 “dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 

golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan 

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berkhianat.” (QS. Al-Anfal : 58)
69

 

Dalam Islam, pembatalan disebut dengan fasakh. Pembatalan/fasakh 

dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu: 

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad 

Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak 

diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib 

dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur hukum. 

2. Pembatalan karena adanya khiyar.  

                                                             
67

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 187.   
68

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,  hlm. 188.   
69

 Ibid., hlm. 184.   



36 
 

 
 

Pihak yang memiliki khiyar dalam khiyar syarat, khiyar aib, khiyar 

ru’yah, dan sebagainya boleh membatalkan akad . 

3. Pembatalan dengan iqalah.  

Iqalah ialah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, 

ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad 

yang telah dilakukan.َ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi: 

(اكملحوا, وابن ماجه, بو داودأرواه )قاله الله عثرته أ, قال مسلما بيعتهأمن   
“Barang siapa menerima pembatalan jual beli orang muslim, Allah 

menerima pembatalan kesalahannya.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan 

Al-Hakim)
70

 

Maksud dari hadits di atas ialah barang siapa yang mengabulkan 

permintaan pembatalan orang yang menyesal terhadap akad jual beli yang 

dilakukan, maka Allah swt. akan menghilangkan kesukarannya pada hari 

kiamat kelak.
71

 

Akibat hukum dari iqalah tidak hanya berlaku sejak dilakukannya 

pemutusan akad, tetapi juga saat dibuatnya akad. Dengan kata lain iqalah 

mempunyai akibat hukum berlaku surut. Maksudnya ialah, kesepakatan 

bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya 

sehingga seperti tidak pernah terjadi akad.
72

 

4. Pembatalan akad karena tidak bisa dilaksanakan.  

Pada dasarnya pembatalan akad karena pihak lain tidak 

melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum 

Islam. Dalam suatu akad muawadah (pertukaran) yang bersifat lazim dan 

tidak ada khiyar, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan 
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kewajibannya maka dapat dituntut untuk menunaikan kewajibannya atau 

menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan.  

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan 

kewajibannya dalam keadaan khiyar naqd (hak pilih pembayaran). Artinya, 

apabila setelah saat pembayaran tiba, si pembeli tidak bisa melunasi 

kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Pasal 313 disebutkan 

bahwa penjual dan pembeli bisa melakukan tawar menawar dengan sah. 

Sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan, dan jika 

pembayaran tidak dilaksanakan, maka jual beli menjadi batal. Hak pilih 

khiyar ini disebut khiyar naqdi.
73

 

Meskipun dalam Fiqh klasik kemungkinan fasakh amat sempit 

dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan akadnya, namun ada upaya 

ahli hukum Islam kontemporer untuk meneruskan perkembangan masalah 

tersebut. Pemberian kewenangan kepada hakim untuk menfasakh akad atas 

permintaan salah satu pihak dengan dasar pihak lain yang tidak 

melaksanakan perikatannya tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum 

Islam. 

5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau tujuannya telah tercapai. 

Akad akan terbatalkan dengan sendirinya dengan berakhirnya masa 

atau tujuan yang dimaksukan oleh akad telah selesai diwujudkan. Dalam hal 

jual beli salam, pembatalan dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah 

satu rukun dan syarat-syaratnya, namun seandainya terpenuhi rukun dan 

syaratnya maka jual beli tersebut sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba 

waktu penyerahan barangnya ataupun kesepakatan antara para pihak.  
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Pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah 

pihak.
74

  Pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas dalam hukum Islam sangat 

dilarang karena menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang 

melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 

a. Membayar ganti rugi 

Yaitu pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu 

pihak yang harus dibayar oleh pihak lain yang telah melakukan 

wanprestasi terhadap perjanjian/akad tersebut. 

b. Pembatalan akad 

Kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala 

akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. 

c. Peralihan risiko 

Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar 

kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek 

akad. 

d. Denda 

Salah satu pihak yang melanggar akad harus memberikan sesuatu 

(biasanya uang) kepada pihak lain. 

e. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di depan hakim. 

  Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000., bahwa seandainya 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan 

melalui Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih 

BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa.
75

 Dari penjelasan diatas dapat 
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dipahami bahwa pembatalan dalam jual beli salam boleh dilakukan atas dasar 

suka sama suka, saling rela, dan tidak merugikan pihak lain. 
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BAB TIGA 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN 

SEPIHAK OLEH KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL 

BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP 

 

A. Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online 

Dengan Sistem Dropship 

Dilihat dari segi mengikat tidaknya suatu akad yang şahih, para ulama 

Fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu salah satunya akad yang bersifat 

mengikat bagi para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak lain tidak 

dapat membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan 

sewa menyewa.
76

 

Jual beli merupakan salah satu perjanjian antara dua pihak yang saling 

mengikatkan diri, pihak pertama menyerahkan hak milik atas suatu barang dan 

pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Saat ini jual beli telah banyak 

mengalami perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem yang 

digunakan. Pada masa sekarang jual beli tidak hanya dilakukan dengan saling 

bertemu, namun jual beli juga bisa berlangsung antar dua pihak yang tidak 

pernah bertemu secara langsung, atau sering dikenal dengan jual beli online. 

Jual beli online yang menggunakan aplikasi atau website dan jaringan internet 

sebagai medianya semakin populer seiring dengan perkembangan iptek. Salah 

satu sistem yang digunakan ialah sitem dropship.  

Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan 

perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Sama halnya pada jual beli 

online, akad yang terjadi tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain, 

namun dalam mengadakan akad ataupun perjanjian antara pihak penjual dan 

pembeli sering timbul permasalahan seperti yang terjadi pada penelitian ini, 

yaitu pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. 
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Dropshipper mempromosikan barang dengan memposting gambar 

produk beserta spesifikasinya seperti warna, ukuran, metode pembayaran, dan 

lai-lain pada akun online shop mereka, seperti Instagram, WhatsApp, atau 

Facebook. Setelah postingan berhasil diunggah, dropshipper menunggu 

pemesanan dari konsumen yang tertarik dengan produk mereka. Konsumen 

yang sudah yakin dengan barang pesanannya akan memesan dengan 

menyerahkan informasi terkait dengan nama konsumen, alamat pengiriman 

barang dan melakukan pembayaran, namun jika sistem pembayaran yang 

digunakan adalah sistem cash on delivery (COD) maka pembayaran akan 

dilakukan ketika barang sudah sampai di tangan konsumen. Setelah konsumen 

memesan pada dropshipper, kemudian dropshipper akan meneruskan pesanan 

ke supplier. Supplier akan mengemas dan mengirimkan barang kepada 

konsumen atas nama dropshipper. Dalam proses transaksi tersebut, pembatalan 

sepihak seringkali terjadi baik produk sedang dalam proses pengirirman atau 

sesudah barang sampai. 

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya dibatalkan 

melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Selain itu pembatalan sepihak 

juga terjadi ketika barang tersebut sudah sampai, konsumen tidak memberi 

kejelasan terkait pesanannya dan hilang tanpa kabar walaupun sudah dihubungi 

oleh dropshipper, sehingga terpaksa pesanan tersebut dianggap batal oleh 

dropshipper. Pihak dropshipper sudah menginformasikan pembeli bahwa 

barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan, namun masih saja ada 

pembeli yang membatalkan transaksi secara sepihak sehingga berdampak pada 

kerugian yang harus ditanggung oleh dropshipper.
77

  

Berdasarkan penelitian penulis, terdapat banyak sebab yang menjadi 

alasan pembeli dalam melakukan pembatalan sepihak, berikut beberapa alasan 

yang menjadi penyebab utama pembatalan sepihak: 
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1. Pengiriman barang yang terlalu lama 

Pengiriman barang yang terlalu lama menjadi alasan yang cukup sering 

digunakan oleh pembeli. Dari pihak dropshipper yang mempunyai 

kewajiban dalam menyerahkan barang, mengungkapkan bahwa dalam 

hal pengiriman barang yang lama biasanya sudah disampaikan diawal 

perjanjian bahwa waktu pengiriman bisa bertambah tergantung dari 

pihak ekspedisi, dan biasanya tidak jauh dari perkiraan waktu yang telah 

dijanjikan kepada konsumen.
78

 

2. Barang yang dipesan tidak sesuai 

Pada saat barang sampai, konsumen membatalkan pembelian 

dikarenakan menurut mereka ada perbedaan dengan produk yang 

diiklankan,seperti warna barang dan ukuran.
79

 Hal ini menyebabkan 

konsumen tidak tertarik lagi.  

3. Perubahan informasi  

Seperti yang dialami oleh Rika, Berdasarkan penuturannya pembeli 

membatalkan transaksi setelah dropshipper melakukan pemesanan 

barang pada supplier dan barang akan segera dikirim oleh supplier 

kepada pembeli. Pembeli melakukan pembatalan  karena dikenakannya 

ongkos kirim atas barang pesanannya, yaitu perhiasan import . 

Sedangkan diawal transaksi, dropshipper  mengaku lupa menyatakan 

adanya ongkos kirim yang harus dibayar oleh pembeli, dikarenakan 

perubahan informasi inilah pembeli membatalkan pesananannya. 
80

 

4. Kebutuhan ekonomi yang mendesak 

Dalam hal ini, konsumen melakukan transaksi jual beli barang kemudian 

tidak bisa membayar karena ada kebutuhan lain. Kejadian seperti ini 
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pernah dialami oleh Zilva, dropshipper resmi produk-produk milik Asma 

Nadia sejak tahun 2018. Zilva mengungkapkan bahwa konsumen 

membatalkan orderan setelah dropshipper melakukan rekapitulasi 

pesanan. Pembatalan ini terjadi pada saat dropshipper menuntut agar 

pembeli segera melakukan pembayaran atas pesanan mereka, namun 

pembeli beralasan  tidak dapat membayar pesanan tersebut karena uang 

sudah terpakai untuk hal mendesak lainnya.
81

 

5. Tidak tepat janji 

Setelah mengikatkan diri pada perjanjian jual beli, kedua belah pihak 

yaitu konsumen dan dropshipper harus memenuhi kewajibannya masing-

masing. Sehingga tujuan dari perjanjian tersebut dapat dipenuhi, akan 

tetapi pada kasus yang dialami Muliana, pembeli tidak memenuhi 

kewajibannya untuk mengambil dan membayar barang pesanannya, 

sedangkan pihak dropshipper sudah menjalankan kewajibannya yaitu 

mengadakan barang. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak 

dropshipper.
82

  

Pembatalan yang dialami oleh Muliana mengakibatkan kerugian penuh, 

dikarenakan pembeli tidak mengambil pesanannya. Padahal dropshipper sudah 

berusaha untuk menghubungi konsumen, namun konsumen tidak memiliki 

itikad baik dan tidak menepati janji untuk mengambil barang pesanannya. Pada 

akhirnya dropshipper memilih untuk membatalkan pesanan tersebut dan barang 

yang dibatalkan tersebut dijual kembali oleh dropshipper untuk menutupi 

kerugian yang ditimbulkan. 

  Selain pembatalan seperti yang diatas, terdapat pula pembatalan yang 

dialami oleh Zilva, dropshipper resmi produk-produk Asma Nadia. Pada 

pembatalan ini, konsumen tidak dapat membayar harga yang telah disepakati, 
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lantas kemudian membatalkan pesanannya. Pembatalan ini kemudian diterima 

oleh dropshipper, walaupun barang sudah di proses oleh supplier. 

 Pembatalan yang disebabkan oleh waktu pengiriman yang lama, harus 

diteliti lebih lanjut apakah sesuai dengan perjanjian atau tidak. Dalam penelitian 

ini, dropshipper yang mengalami pembatalan dengan alasan tersebut 

mengungkapkan bahwa diawal perjanjian sudah diberikan informasi terkait 

pengiriman bahwa waktu pengiriman bisa bertambah beberapa hari tergantung 

dari pihak jasa ekspedisi yang mengirimkan barang, namun pembeli tetap 

memilih membatalkan transaksi dengan alasan tidak membaca dan tidak 

mengetahui informasi tersebut. penjual atau dropshipper sudah memberikan 

informasi, dan konsumen menyepakati ketentuan tersebut, yang dibuktikan 

dengan konsumen memesan produk yang diiklankan. Akan tetapi konsumen 

tidak teliti dalam mencerna informasi yang sudah diberikan sehingga 

membatalkan pesanannya secara sepihak. 

Dari beberapa alasan di atas dapat dikemukakan yang menjadi 

permasalahan dalam melakukan akad adalah pihak itu sendiri, baik dropshipper 

maupun pembeli atau konsumen harus sama-sama mematuhi perjanjian yang 

telah disepakati, memenuhi kewajiban dan memberikan hak pihak yang lain, 

namun apabila terjadi pembatalan secara sepihak, hendaknya pihak yang 

membatalkan dapat memberitahukan pihak lain terlebih dahulu dan 

mengungkapkan alasan dengan benar, sehingga pembatalan tersebut dapat 

diselesaikan dengan baik sesuai aturan ajaran Islam dan tetap menjaga hubungan 

baik. 

B. Konsekuensi dan Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak Pada 

Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship 

1. Konsekuensi terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual 

Beli Online dengan Sistem Dropship 

Allah swt sangat membenci perilaku ingkar janji dan Islam 

memandang hal tersebut sebagai perbuatan tercela dikarenakan terdapat 
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unsur kedhaliman didalamnya. Sama halnya dengan yang terjadi pada 

dropshipper yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen. Pada 

dasarnya, akad akan terputus dengan sendirinya ketika perjanjian selesai. 

Adapun pembatalan suatu akad juga harus dilakukan melalui prosedur yang 

dibenarkan oleh hukum perjanjian islam. Pembatalan yang dilakukan secara 

sepihak ataupun tanpa ada persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad 

tersebut, maka adanya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara 

kedua belah pihak sampai berakhirnya akad. 

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen  menyebabkan 

timbulnya konsekuensi terutama bagi dropshipper. Konsekuensi yang timbul 

ialah kerugian yang harus ditanggung oleh pihak dropshipper, baik kerugian 

materil maupun kerugian immateril. Berikut kerugian yang dialami oleh 

dropshipper sebagai konsekuensi atas terjadinya pembatalan sepihak oleh 

konsumen. 

1. Kerugian Modal 

Kerugian yang modal ditimbulkan menyebabkan dropshipper harus 

memakai modal bisnis untuk menutupi kerugian, ini menyebabkan 

keuntungan penjualan tidak sesuai target dan modal usaha menjadi 

tidak teratur.
83

  

2. Kerugian Biaya Pengiriman 

Ketika konsumen membatalkan pesanan barang, sedangkan barang 

sudah dikirim, maka otomatis konsumen tidak akan membayar 

barang tersebut, sehingga semua beban biaya yang timbul atas 

barang tersebut harus ditanggung oleh dropshipper. 

 

 

 

                                                             
83 Wawancara dengan Rika Utari, pelaku usaha Online Dropship, pada tanggal 19 Juni 

2020. 



46 
 

 
 

3. Kerugian immateril 

Maksudnya ialah kerugian yang berhubungan dengan rasa kecewa 

terhadap konsumen yang pada awalnya sudah sepakat bertransaksi 

namun kemudian membatalkan pesanan secara sepihak. 

4. Kerugian Waktu  

Dengan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen, kerugian 

memang dapat tertutupi dengan menjual produk kembali, namun itu 

sangat memerlukan waktu. Kerugian tersebut tidak dapat langsung 

tertutupi melainkan harus menunggu sampai barang tersebut laku. 

Dari hasil penelitian penulis, timbul masalah lainnya dalam bisnis 

dengan sistem dropship ini. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya bahwa akad yang terjadi antara dropshipper dengan pembeli 

atau konsumen ialah akad salam. Akad salam ialah jual beli pesanan atau 

menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu 

(barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, 

sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
84

  

Pada beberapa dropshipper yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, bisnis dropship yang dilakukan tidak memenuhi unsur dari 

akad salam tersebut. Yaitu pada syarat pembayaran yang harus dilakukan 

di awal, sedangkan dropshipper tersebut menggunakan pembayaran COD 

(cash on delivery
85

). Dalam sistem dropship tidak bisa menggunakan 

pembayaran COD, karena harga harus dibayarkan di awal transaksi. 

Karena akad yang tidak sesuai inilah kerugian yang ditanggung oleh pihak 

dropshipper semakin besar.  
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2. Penyelesaian terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual 

Beli Online dengan Sistem Dropship 

Penyelesaian yang digunakan pada beberapa kasus pembatalan 

sepihak ini ialah melalui perdamaian dan musyawarah, sehingga tidak 

menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan tetap menjaga 

hubungan baik antar sesama. Perdamaian (şulhu) adalah jalan pertama 

yang ditempuh apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad antara kedua 

pihak dengan musyawarah tanpa campur tangan pihak ketiga. Oleh karena 

itu  Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perdamaian 

apabila terjadi sengketa atau permasalahan baik dalam bertransaksi 

maupun dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Quran surat 

an-Nisa ayat 614: 

ثِيٍ ٓ َلاَّ خ ي ق ةٍ  أ م ر   ٓ َم ن إِلاَّ  ٓ َو ى  هُمٓ َنَّج مِّن ر  في ك   ٓ َأ و رُوفٍ ٓ َم ع ٓ َأ و بِص د 
ض اتِ ٱللَّهِ ٓ َء  م رَٓ تغِ آ َذ  لِك  ٱب ٓ َع لٓ َو م ن ي ف ٓ َٱلنَّاسِ  ن  ٓ َب   ٓ َل  ِ ٓ َإِص
 (١١٤:النّساء) مًاراً ع ظِيٓ َتيِهِ أ جٓ َف  نؤُٓ َس وف  

 “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, 

kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (manusia) 

yang memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan 

perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat 

demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami 

memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa: 114)
86

 

Apabila perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan  maka dapat 

dilakukan penyelesaian melalui arbitrase (tahkim), arbitrase merupakan 

penyelesaian perselisihan yang dibantu dengan pihak ketiga yang 

dipercayakan oleh kedua pihak, dan sebagai pihak ketiga diberi 

kewenangan penuh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.  
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Tabel 1. Penyelesaian pembatalan sepihak oleh konsumen 

No. 
Nama 

Dropshipper 
Alasan Pembatalan Sepihak 

Penyelesaian 

Pembatalan 

1. Rika 

Konsumen tidak mau membayar 

beban biaya pengiriman, karena 

dropshipper lupa memberitahukan 

konsumen di awal transaksi. 

Perdamaian 

2. Zilva 

Konsumen tidak bisa membayar 

barang pesanannya karena uang 

sudah terpakai untuk kebutuhan 

lain. 

Perdamaian 

3. Mulyani 
Proses pengiriman barang terlalu 

lama 
Perdamaian 

4. Cut Ruhul 
Proses pengiriman barang yang 

lama 
Perdamaian 

5. Muliana 

Konsumen tidak menepati janji 

untuk mengambil barang yang 

sudah dipesan. 

Tidak ada 

penyelesaian 

6. Anita 

Warna tidak terlalu sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

Proses pengiriman barang yang 

lama 

Perdamaian 

7. Liza 
Tidak berminat lagi dengan barang 

tersebut 
Perdamaian 
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 Sumber: Hasil wawancara dengan dropshipper 

Pada penelitian ini, berdasarkan tabel di atas permasalahan 

pembatalan yang dilakukan oleh konsumen secara sepihak lebih banyak 

diselesaikan menggunakan jalan perdamaian. Akan tetapi dalam kasus 

pembeli yang tidak menepati janji tidak ditempuh penyelesaian apapun 

dikarenakan pembeli atau konsumen tidak memiliki itikad baik walaupun 

sudah dihubungi oleh dropshipper. Atas perlakuan tersebut maka 

dropshipper mengambil inisiatif untuk menerima pembatalan tersebut. 

Sedangkan dropshipper yang menempuh jalan perdamaian sebagai 

alternatif penyelesaian masalah akan menerima pembatalan setelah 

berkomunikasi langsung dengan konsumen yang memberikan penjelasan 

terkait pembatalannya, namun hasil penelitian penulis, tidak ada 

dropshipper yang meminta ganti rugi kepada konsumen atas pembatalan 

yang terjadi, padahal dalam Islam sendiri boleh meminta 

pertanggungjawaban dari pihak yang membatalkan, yaitu meminta dan 

membujuknya untuk menjalankan kewajibannya atau meminta ganti rugi. 

Seperti yang terjadi pada dropshipper yang memilih jalan perdamaian 

namun dengan tegas ia tidak menerima pembatalan tersebut. Dropshipper 

berusaha menjelaskan kepada konsumen bahwa ia tidak boleh egois dan 

membatalkan transaksi secara sepihak tanpa alasan yang sah serta 

menuntut konsumen untuk memenuhi kewajibannya.
87

 

Berdasarkan penelitian, penyelesaian pembatalan sepihak yang 

dilakukan oleh dropshipper dan konsumen ada dua macam, pertama, yaitu 

musyawarah di antara kedua belah pihak atau dengan jalan damai, 

penyelasaian ini sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan yang kedua, 

penyelesaian yang tidak fair, dikarenakan konsumen tidak dapat 

dihubungi sama sekali. Sehingga mau tidak mau, penjual harus menerima 
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pembatalan. Dalam hal ini, tidak dibenarkan dalam Islam karena 

konsumen telah merugikan dropshipper atau penjual. 

 

C. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem 

Dropship yang Dibatalkan Secara Sepihak Oleh Konsumen Dalam 

Perspektif Hukum Islam 

  Jual beli yang dilakukan antara dropshipper dengan pembeli 

merupakan jual beli pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan 

terlebih dahulu (salam). Pesanan yang diminta oleh pembeli atau konsumen 

akan diteruskan oleh dropshipper kepada supplier dan kemudian akan disiapkan 

dan dikirimkan oleh supplier atas nama dropshipper kepada pembeli. Oleh 

karena itu ketika pihak konsumen melakukan pembatalan, otomatis dropshipper 

akan mengalami kerugian, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kerugian 

terjadi karena barang yang sudah dipesan seharusnya akan menjadi milik 

konsumen dan dropshipper memperoleh keuntungan dari penjualan, namun 

karena dibatalkan keuntungan tersebut gagal didapatkan. 

  Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai 

ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati 

kedua belah pihak dalam perjanjian. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara 

sepihak oleh salah satu pihak tanpa alasan yang sah, maka apabila perjanjian 

tersebut berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat 

mengajukan tunutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian 

tersebut secara sepihak. 

Dari sebab-sebab pembatalan yang sudah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya, jika dikembalikan pada konsep muamalah, maka dari alasan-alasan 

tersebut ada yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan untuk membatalkan 

akad. Karena menurut Islam sebab-sebab yang dapat membatalkan akad ialah: 

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir. 

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. 
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c. Terdapat kelancangan dan bukti pengkhianatan. 

d. Pembatalan karena khiyar 

e. Pembatalan karena akad yang fasid 

f. Pembatalan karena iqalah 

g. Pembatalan akad karena tidak bisa dilaksanakan. 

  Pada kasus pembatalan yang dialami oleh Rika, dropshipper lupa 

memberikan penjelasan tentang biaya pengiriman yang dibebankan kepada 

konsumen, maka akad jual beli tersebut dapat dibatalkan dan dibenarkan oleh 

syara’ karena dalam hal ini penjual atau dropshipper tidak memberikan 

informasi yang jelas. 

  Ketika terjadi pembatalan sepihak dan dropshipper menerima alasan 

pembatalan maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan 

tersebut. Berikut penulis sajikan akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh 

konsumen yang diterima oleh dropshipper: 

Tabel 2. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak 

No. 
Nama 

Dropshipper 
Alasan Pembatalan Sepihak 

Akibat 

Hukum 

1. Rika 

Konsumen tidak mau membayar 

beban biaya pengiriman, karena 

dropshipper lupa memberitahukan 

konsumen di awal transaksi.  

Pembatalan 

akad. 

2. Zilva 

Konsumen tidak bisa membayar 

barang pesanannya karena uang 

sudah terpakai untuk kebutuhan lain. 

Pembatalan 

akad. 

3. Mulyani 
Proses pengiriman barang terlalu 

lama 

Pembatalan 

akad. 
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4. Cut Ruhul Proses pengiriman barang yang lama 
Pembatalan 

akad. 

5. Muliana 

Konsumen tidak menepati janji 

untuk mengambil barang yang sudah 

dipesan. 

Pembatalan 

akad. 

6. Anita 

Warna tidak terlalu sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

Proses pengiriman barang yang lama 

Pembatalan 

akad. 

7. Liza 
Tidak berminat lagi dengan barang 

tersebut. 

Pemenuhan 

kewajiban oleh 

konsumen 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Dropshipper 

  Pada Tabel 2 di atas, dari tujuh orang dropshipper yang mengalami 

pembatalan sepihak enam diantaranya berakibat pada pembatalan akad. 

Sedangkan yang lainnya, dropshipper dengan tegas menolak untuk menerima 

pembatalan dan membujuk konsumen dengan mengemukakan alasan-alasan 

yang logis untuk melanjutkan transaksi sehingga pembatalan tersebut dibatalkan 

dan berakibat pada pemenuhan kewajiban oleh konsumen, yang berarti 

konsumen tetap harus mengambil dan membayar pesanan mereka. 

  Berdasarkan tabel di atas pula, dapat kita ketahui bahwa salah satu alasan 

pembatalan ialah barang tidak tersedia pada saat waktu penyerahan dan warna 

barang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 

Nomor 05 Tahun 2000 disebutkan bahwa jika semua atau sebagian barang tidak 

tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli 

tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan 

kontrak dan menerima kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia. 
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Pada kasus yang penulis teliti, konsumen memilih untuk membatalkan kontrak 

atau akad sehingga pembatalan tersebut dibenarkan.  

  Pada penelitian ini, hampir semua pembatalan sepihak yang dilakukan 

oleh konsumen berakibat pada pembatalan akad. Hal ini disebabkan dropshipper 

menerima pembatalan sepihak tersebut sehingga berakhir dengan akad tersebut 

dibatalkan secara total. Dengan kata lain akad dibatalkan dengan kesepakatan 

bersama atau dropshipper ridha dan rela akad tersebut dibatalkan.  

  Menurut  hukum Islam, pembatalan akad salam hanya boleh dilakukan 

ketika kedua belah pihak rela atas pembatalan tersebut serta tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. Pembatalan sepihak yang dilakukan tanpa alasan yang 

sah dapat berakibat pada pembatalan akad dan dapat disertai dengan permintaan 

ganti rugi.
88

 Pembatalan akad yang dimaksud ialah menghapus akad dengan 

segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Ini 

dinamakan juga akibat hukum yang berlaku surut. Dengan penghapusan akad ini 

berarti keadaan harus dikembalikan seperti sebelum adanya perjanjian. 

Maksudnya, dengan adanya pembatalan akad, akan menghapuskan segala 

kewajiban ataupun hak yang timbul dari akad yang telah dibuat sebelumnya. 

Semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak harus ditanggung 

oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. 

  Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, 

prospek jual beli salam di dunia modern ini semakin berkembang. Kadangkala 

barang yang dikirim tidak sesuia dengan contoh yang diperlihatkan pada 

konsumen. Maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan ia 

menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak khiyar tidak ada. 

Oleh karena itu kaidah-kaidah salam yang disyariatkan Islam amat relevan 

untuk diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.
89
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 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38. 
89  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 152. 
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Dalam suatu akad muawadah (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak 

ada khiyar, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya 

maka dapat dituntut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi 

sesuai dengan keadaan. Hukum Islam melindungi kepentingan pihak yang 

dirugikan dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas 

pihak yang ingkar janji. Ganti rugi (dhaman) dalam Islam menyeimbangkan 

antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan 

psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi merupakan utang 

yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan di akhirat kelak.
90

  

  Konsep mengenai ganti rugi sudah diatur dalam Islam. Sebagaimana 

firman Allah SWT: 

فُ ؤ اد  كُلُّ ٓ َب ص ر  و ٱلٓ َع  و ٱلٓ َإِنَّ ٱلسَّم ٓ َم  ٓ َعِل ۦس  ل ك  بهِِ ٓ َفُ م ا ل  ٓ َو لا  ت ق
 (٦٣: الاسراء)  لاً و   ُ ٓ َهُ م سٓ َئِك  ك ان  ع نَٓ و ل   أُ 

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 

Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan 

dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra:36)
91

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala hal yang kita lakukan maka akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Selain itu terdapat sabda Rasulullah yang berbunyi: 

  (هرواه ابن ماج) ضرار ولا لا ضرر
“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” 

(HR. Ibnu Majah)
92

 

Hadis ini menerangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemudharatan 

(kerugian) baik kemudharatan bagi diri sendiri atau kemudharatan bagi orang 

lain. Para ahli uşhul kemudian mengungkapkan kaidah: 
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 Hengki Firmada, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

dan Hukum Perdata Indonesia”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 02,  2019, hlm. 239. 
91 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm.َ 285.  
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 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2005), hlm. 330. 
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لالضرر يز ا  
“Kemudharatan harus dihilangkan.”

93
 

Seseorang yang berbuat kerugian terhadap orang lain maka ia harus memberikan 

ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam pemberian ganti rugi 

terhadap kerugian seseorang harus sesuai dengan aturan dalam Islam. 

Hitungan dan perkiraan ganti rugi dalam Islam berasaskan pada beberapa 

hal:
94

 

1.   Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, 

namun dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum 

terjadi kerugian jika hal itu memungkinkan. 

2.   Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan kerugian 

secara langsung. 

3.   Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat kerugian 

yang ada, tidak lebih dan tidak kurang. Menyimpang dari prinsip ini 

dikategorikan ‘makan harta orang lain secara batil’. Kecuali dalam kasus 

dimana tingkat kerugian sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipatgandakan 

agar pelaku menjadi jera.  

  Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38, 

menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat 

dijatuhi sanksi: 

a. Membayar ganti rugi 

b. Pembatalan akad 

e. Peralihan risiko 

f. Denda 

g. Membayar biaya perkara 
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  Apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap 

perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang 

tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh 

kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh 

salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. 

Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak dalam keadaan 

semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan 

atau mengadakan perjanjian diantara mereka.
95

  

  Fakta di lapangan, dropshipper tidak meminta ganti rugi melainkan  

menanggung kerugiannya sendiri dengan mengiklankan dan menjual kembali 

produk yang dibatalkan kepada konsumen lain, walaupun tidak bisa dipastikan 

apakah barang tersebut dapat terjual dengan cepat. Pembatalan sepihak oleh 

konsumen hanya berakibat pada pembatalan akad saja tanpa adanya akibat lain 

seperti permintaan pertanggungan kerugian. Dropshipper memilih untuk 

menerima pembatalan tanpa meminta pertanggungan kerugian dikarenakan 

lemahnya posisi dropshipper sebagai penjual. Banyaknya usaha serupa dengan 

berbagai kemudahan sehingga persaingan usaha jual beli online semakin kuat, 

menyebabkan dropshipper menerima pembatalan, agar para pelanggan tetap 

mempercayai online shop mereka.  

  Alasan lainnya dropshipper menerima pembatalan dikarenakan rasa 

simpati dan memiliki perasaan yang tidak berani untuk meminta ganti rugi 

karena jumlah kerugian tidak terlalu besar. Walaupun faktanya, kerugian 

tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi usaha mereka. Selain itu para 

dropshipper yang umumnya masih merintis usaha, memilih menerima 

pembatalan agar mempersingkat waktu penyelesaian masalah sehingga mereka 

bisa segera menjual kembali produk yang dibatalkan, dengan harapan produk 

tersebut lebih cepat terjual dan keuntungannya dapat menutupi kerugian mereka 
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sebelumnya. Sehingga menurut analisis penulis, pembatalan sepihak oleh 

konsumen yang terjadi merupakan tindakan atau perilaku yang tidak adil 

terhadap dropshipper, dan hal ini jelas dilarang dalam Islam, namun 

dikarenakan dropshipper ridha dan menerima pembatalan tersebut, maka 

pembatalan ini menjadi sah dimata hukum. 

  Kesepakatan yang telah tejadi diantara para pihak penjual atau 

dropshipper dan konsumen ketika melakukan pesanan, dimana jumlah pesanan, 

jenis, harga, dan waktu penyerahan sudah ditentukan. Maka jual beli pesanan ini 

telah mengikat diantara kedua belah pihak, sehingga pembatalan sepihak tanpa 

alasan yang jelas sangat dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. 

  Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembatalan 

sepihak pada dasarnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena dapat 

disamakan dengan ingkar janji. Ingkar janji merupakan salah satu perbuatan 

yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah: 

المنافق ثلاث  يةأو سلم قال الله صلى الله عليه  أن رسول: الله عنه اب هريرة رضيعن  
(رواه البخاري و المسلم) وعد أخلف وإذا اؤتِن خانحدث كذب وإذا ا إذ  

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, dia telah berkata: “sesungguhnya 

Rasulullah saw telah bersabda: “ tanda-tanda orang munafik ada tiga 

perkara: apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia 
mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya.” (HR. 

Bukhari dan Muslim)
96

 

  Oleh karena itu, dari masing-masing pihak yaitu dropshipper dan 

konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbuatan dan 

keputusan yang sudah diambil untuk membeli pesanan dan memberikan produk 

yang sesuai dengan spesifikasi barang yang diiklankan. Akan tetapi, pembatalan 

sepihak pada masa sekarang ini semakin sering terjadi, maka terhadap 

pembatalan sepihak yang telah terjadi akan lebih baik diselesaikan dengan cara 

berdamai dengan memenuhi hak-hak setiap pihak, sehingga tidak ada pihak 
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yang dirugikan dan dianggap sah karena adanya keridhaan dari kedua belah 

pihak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab 

sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa 

konklusi dari analisis yang telah dilakukan yaitu: 

1. Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem dropship masih sering 

terjadi. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya 

dibatalkan melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Selain itu 

pembatalan sepihak juga terjadi ketika barang tersebut sudah sampai, 

konsumen tidak memberi kejelasan terkait pesanannya dan hilang tanpa 

kabar walaupun sudah dihubungi oleh dropshipper. Adapun alasan-

alasan yang sering digunakan dalam pembatalan sepihak oleh konsumen 

di antaranya seperti barang tidak datang tepat waktu atau pengiriman 

barang yang terlalu lama, barang yang dipesan tidak sesuai, perubahan 

informasi oleh penjual, kebutuhan ekonomi yang mendesak yang 

mengakibatkan tidak dapat membayar pesanannya, dan konsumen yang 

tidak menepati janji untuk mengambil barang dan membayar 

pesanannya. Faktor atau alasan-alasan tersebut merupakan indikator 

utama penyebab terjadinya pembatalan sepihak jual beli online dengan 

sistem dropship yang mengakibatkan wanprestasi.  

2. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam jual beli 

online dengan sistem dropship memiliki konsekuensi bagi pihak 

dropshipper. Konsekuensi dari pembatalan sepihak ini ialah timbulnya 

kerugian yang harus ditanggung oleh pihak dropshipper. Adapun 

kerugian-kerugian tersebut seperti kerugian modal, kerugian ongkos 

kirim, kerugian waktu, dan kerugian immateriil. Penyelesaian yang 

digunakan pada  kasus pembatalan sepihak oleh konsumen ini ialah 

melalui perdamaian dan musyawarah, sehingga tidak menimbulkan suatu 
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permasalahan antara para pihak. Dropshipper akan menghubungi dan 

berkomunikasi terkait penyebab dan alasan konsumen membatalkan 

pesanannya sehingga kedua pihak ridha atas keputusan pembatalan akad, 

namun adapula yang tidak ada penyelesaian sama sekali, karena 

konsumen tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah 

walaupun sudah dihubungi oleh dropshipper. Hal ini berakhir dengan 

dropshipper terpaksa menerima pembatalan sepihak tersebut. 

3. Pada dasarnya pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli online 

dengan sistem dropship ini bertentangan dengan hukum Islam, karena 

tidak sesuai prosedur dan tidak adanya keridhaan dari pihak penjual, 

namun terhadap kasus-kasus yang menempuh penyelesaian dengan cara 

perdamaian menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan 

para pihak yang berakad. Setelah terjadinya pembatalan sepihak oleh 

konsumen kemudian ditempuh jalan penyelesaian, baik melalui 

musyawarah atau mediasi, maka muncul akibat hukum yaitu pembatalan 

akad dan ganti rugi. Akibat dari penerimaan pembatalan sepihak tersebut 

ialah pembatalan akad dan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan KHES dan 

Hukum Islam yaitu pembatalan akad mempunyai akibat hukum berlaku 

surut. Maksudnya ialah, kesepakatan bersama para pihak untuk 

menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak 

pernah terjadi akad. Dalam Islam pembatalan akad yang menyebabkan 

kerugian dapat disertai dengan permintaan ganti rugi yang mengikuti 

aturan Islam. 

 

B. SARAN 

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan bagi pembaca. Adapun saran  yan penulis kemukakan 

sebagai berikut: 
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1. Bagi penjual atau dropshipper, diharapkan mampu memberikan 

informasi dengan transparan sehingga tidak ada perubahan informasi 

secara tiba-tiba. Selain itu dropshipper juga harus bersikap tegas dalam 

menyatakan aturan untuk tidak boleh membatalkan pesanan tanpa alasan 

yang sah. Bagi konsumen, diharapkan lebih teliti dalam membaca dan 

mencerna informasi terkait produk yang akan di order, sehingga tidak 

terjadi pembatalan sepihak karena kesalahan informasi. Konsumen juga 

diharapkan agar menumbuhkan sifat peduli terhadap pelaku usaha, 

mengesampingkan ego dan kebutuhan pribadi. 

2. Bagi masyarakat diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan dalam 

hukum syara’ dan hukum Indonesia dalam melakukan jual beli online, 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan salah satu pihak 

yaitu penjual dan pembeli. 

3. Bagi akademisi atau peneliti diharapkan dapat meneliti lebih dalam 

terkait dengan pembatalan sepihak dalam jual beli online, khususnya 

pada permasalahan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang 

dirugikan. 
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Lampiran 1: SK pembimbing skripsi 
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Lampiran 2: Daftar pertanyaan wawancara 

 

NO PERTANYAAN WAWANCARA 

1. 
Apa nama usaha Online Shop dan sudah berapa lama menjalankan 

usaha ini? 

2. Produk apa yang anda jual di online shop milik anda? 

3. 
Bagaimana mekanisme transaksi jual beli online dengan sistem 

dropship? 

4. Apakah pernah mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen? 

5. Seberapa sering mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen? 

6. Apa alasan konsumen membatalkan transaksi dropship secara sepihak? 

7. 
Bagaimana kronologis pembatalan sepihak oleh konsumen yang pernah 

dialami? 

8. 
Apakah pembatalan tersebut berpengaruh terhadap usaha yang anda 

jalankan? 

9. 
Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pembatalan sepihak yang 

anda ambil selaku dropshipper? 

10. 
Apa upaya yang anda lakukan sebagai dropshipper atas kerugian yang 

anda alami? 
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Gambar 1: Wawancara online   Gambar 2: Wawancara online 

dengan dropshipper             dengan dropshipper 
 

 

 
Gambar 3: Wawancara online dengan dropshipper 


